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TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri
terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan maka perlu dilakukan penataan dan
penyempurnaan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan;

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
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o oQ =0

xhu

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.
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BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi :
a. Sekretariat Daerah.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IlI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga
Lain Perangkat Daerah dan satuan kerja lainnya, menyediakan serta mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Sekretaris Daerah

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga
Lain Perangkat Daerah dan satuan kerja lainnya;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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